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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil data penelitian yang ada di lapangan dapat di susun suatu 

kesimpulan bahwa efektivitas dengan diberlakukannya kebijakan 

pemerintah daerah kota Malang untuk pendidik atau guru di kota Malang. 

Dengan  memberikan kesempatan pendidik untuk berperan dalam 

penentuan kebijakan pendidikan, menurut Pasal 12 Ayat 1 Huruf h 

Peraturan Daerah Kota Malang  No 3 Tahun 2014 dapat dikatan efektif.. 

1. Dari hasil penelitian di dua tempat instansi atau lembaga yang  

berbeda yaitu di SMA Panjura kota Malang  dan di Dinas 

Pendidikan kota Malang dapat dilihat bahwa dua lembaga ini 

telah berusaha melaksanakan kebijakan yang diamanahkan dalam  

peraturan daerah kota Malang No 3 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan  di Kota Malang dengan 

sebaik mungkin dalam hal berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Kota Malang. 

2. Dalam hal pelaksanaanya memang ada beberapa faktor 

penghambat yang dialami pendidik dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut  dan  menjadi penghambat seperti adanya 

sistem kurikulum pendidikan yang terus berubah – ubah dan 
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keengananan pendidik untuk beradaptasi dengan kurikulum yang 

baru. 

3. Adapun faktor pendukung yang dilakukan untuk mengatasi 

beberapa kendala dan penghambat tersebut adalah disini fungsi 

Dinas Pendidikan kota Malang untuk terus mendukung dan 

memotivasi pendidik dengan memberikan pelatihan dan 

sosialisasi pendidikan sehingga pendidik memiliki semangat dan 

etos kerja yang baik dan tentunya dalam  hal  tersebut  Dinas 

Pendidikan Kota Malang tetap memberikan kesempatan yang luas 

bagi pendidik untuk mengemukakanj pendapat terkait dengan 

substansi dari  isi kurikulum baru sehingga Dinas Pendidikan kota 

Malang pun membuka kesempatan untuk merubah atau revisi  

jika memang  memungkinkan dan menjadi mufakat keputusan 

bersama. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah daerah kota Malang  dalam  rencana kedepan harus  

bisa menyusun  kebijakan tentang sistem pendidikan di kota Malang 

yang lebh rinci lagi supaya lebih memberikan pedoman kepada 

pendidik atau guru dalam hal mengembangkan sistem pendidikan 

sokolah dan di kota Malang. 

2. Bagi SMA Panjura kota Malang  harus terus  memberkan dukungan 

dan kesempatan kepada pendidk atau guru muda untuk terlibat dalam 

hal menyusun kebijkan pendidkan di sekolah atau terkait dengan 
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menyusun sistematika pendidikan di sekolah agar memiliki 

pengalaman dan kemampuan yang kelak dapat menjadi penerus dari 

pendidik sebelumnya dan juga terus bersinergi dengan Dinas 

Pendidikan kota Malang dalam hal  supaya terus bisa 

mengembangkan kemampuan pendidik dalam menyesuaikan diri  

dengan kurikulum pendidikan yang terus berubah – ubah. 

 

3. Bagi Dinas Pendidikan kota Malang  harus terus berkerja sama dan 

meningkatkan dukungan kepada semua lembaga pendidikan  sekolah  

baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta dalam  hal 

mengembangkan kualitas mutu pendidikan dan peningkatan prestasi 

murid di kota Malang  dan  juga memberikan sosialisai dan pelatihan 

terus kepada pendidik seluruh SMA baik negeri atau  swasta di kota 

Malang  supaya dapat meningkatkan  integritas dalam mengajar 

peserta didiknya dan juga terkait dengan kurikulum yang  terus 

berubah – ubah supaya Dinas Pendidkan di Kota Malang  selalu 

memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait dengan penjelasan dan 

pemaparan isi dari  sistem kurikulum yang baru sehingga pendidik 

atau guru yang usianya sudah lanjut dapat menyesuaikan diri dengan 

kurukulum pendidikan yang baru. 
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